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BAB 11
KETENTUAN TENTANG JARIMAH TA'ZIR

DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Ketentuan Tentang Jarimah Ta’zir
1. Pengertian Jarimah
Menurut bahasa katmrimah berasal dari katajgramda kemudian
menjadi bentuk masdajaramatan” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan

salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengam™ , dan yang

nl

dikenakan perbuatan itu adalamdjarram alaih™ . menurut istilanfugaha’

yang dimaksud dengaarimah ialah

o o7
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Artinya: “Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yandadang atau
meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancatah Allah
dengan hukuman had atau ta'zit".

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikbngian yang

di perintahkansyara’ suatu ketentuan yang berasal dari n&std adalah

ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, regdm ta’zir ialah

hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya dit@tapleh penguasa.

! Atabik Ali, Kamus Arab-Indonesjayogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, him. 308.
Lihat juga MarsumdJinayah(Hukum Pidana Islamypgyakarta: Bag. Penerbit FH Ull, 1991, him.
2.

2 A. Jazuli,Figih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Daltstam), Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2000, him, 56

*Ibid, him. 96



22

Larangan-larangansyara’ tersebut bisa berbentuk melakukan
perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukariusparbuatan yang
diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarangsalmya seorang
memukul orang lain dengan benda tajam yang mengtkkib korbannya luka
atau tewas. Adapun contgdrimah berupa tidak melakukan suatu perbuatan
yang diperintahkan ialah seseorang tidak membetamanaknya yang masih
kecil atau seorang suami yang tidak memberikanamaffang cukup bagi
keluarganya.

Pengertiarjarimah berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak
pidana atau delik pidana dalam hukum pdsitifanya bedanya hukum positif
membedakan antara kejahatan atau pelanggaran rgahdierat ringanya
hukuman, sedangkan Syariat Islam tidak membedaka®auanya disebut
Jarimahmengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat gikaru kepada
aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, ataugiks kehidupan
anggota masyarakat, baik benda, nama baik atausgsmmaya dengan
pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati

Suatu hukuman agar tidak terja@dirimah atau pelanggaran dalam
masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja ¢wukup. Meskipun
hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan diipatakan sebagai

kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman terselmgasaliperlukan sebab

4 Ahmad HanafiAsas-asas Hukum Pidana Isladakarta: Bulan Bintang, 1993, him 19
® |bid, him. 2
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bias membuat ketrentaman dalam masyarakat, kaes@a gdelanggaran suatu
perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan mastatu sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yan@rdakanjarimah
adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlaraag rdeninggalkan
perbuatan-perbuatan wajib yang diancsyara’ dengan hukumahad dan
ta’zir, kalau perintah atau larangan itu tidak siancangde hukuman bukan
dinamakan denggarimah®

Pengertian jarimah tersebut terdapat ketentuan-ketentuasyara’
berupa larangan atau perintah yang berasal deenketn nash baik dari al-
Qur'an atau al-Hadis, kemudian ketentusmara’ tersebut ditujukan kepada
orang-orang yang mampu untuk memahamihya
2. Unsur Jarimah dan Pembagiannya

Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam
menetapkan suatu perbuatan dalam menetapkan sadtuapanjarimah,
yaitu:

a. Rukun syar’i(unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan
mengancam perbuatan terhadapnya.
b. Rukun madd{unsur material), yaitu adanya tingkah laku yangnimentuk

jarimah, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikak pdebuat.

® Marsum, Jinayah (Hukum Pidana Islam)Yogyakarta ;BAG, Penerbit FH Ull,
1991 ,him. 93

"Mukallaf yaitu orang yang berakal sehat dan dapat mematemtiebanart4klif) atau
obyek panggilan tersebut. Lihat; Dewan Redaksi Bpsgdia IslamEnsklopedi Islam,Jakarta:
PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994, Cet. Ke-3, him3 22
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c. Rukun adab{unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai greggung
jawaban terhadap jarimah yang diperbuathya.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika memkant suatu
perbuatan untuk digolongkan kepgdamah. Di samping unsur- unsur umum
tersebut, dalam setiap perbuatanimah juga terdapat unsur-unsur yang
harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khjzsusah, msalnya
suatu perbuatan pencurian barang tersebut betaildinar, dilakukan diam-
diam dan benda tersebut disimpan tempat yang pahkastidak memenuhi
ketentuan tersebut, seperti barang tak berada delapat yang tidak pantas.
Nilainya kurang dari ¥ dinar atau dilakukan se¢arang-terangan. Meskipun
memenuhi unsure umum bukankah dinamakan pencuidag yikenakan
hukuman potong tangan seperti yang ditentukanndatash al-Qur’an,
pelakunya dikenakan hukumtaizir yang ditetapkan oleh penguasa.

Dilihat dari segi berat ringanya hukumgarjmah dibagi tiga, yaitu :

a. Jarimah hudud
b. Jarimah gishas diyat
c. Jarimah ta’zir
Berikut ini penjelasan dari ketiga hal diatas :
a) Jarimah hudud
Jarimah hududadalah bentuk jamak damad artinya batas, menurut

syara’ (istilah figh) artinya batas-batas (ketenthaetentuan) dari Allah

8 Ahmad Wardi Mushlih,Pengantar dan Asas Hukum Pidana Is|adakarta: Sinar
Grafindo, 2004, him. 28
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tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang perbuat dosA.
Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenalsbatinimal serta
tidak dapat ditambah dan dikurangi.lebih dari jarjmah ini termasuk
yang menjadi hak Tuhan yang pada prinsipnya jariggatg menyangkut
masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentindg@tentraman
masyarakat. Oleh karena itu hak Tuhan identik dergk jama’ah atau
hak masyarakat maka pada jarimah ini tidak dikepaiaafan atas
pembuat jarimah, baik oleh perorangan yang merkadban jarimah
(mujna alai) maupun Negara

Karena beratnya sanksi yang akan diterima si temmukalau dia
memang bersalah melakukan jarimah ini, maka peaptagas legalitas
harus ekstra hati-hatj ketat dalam penerapan dan tidak ada keraguan
sedikit pun, mengapa harus demikian? Karena sajaksnah hudud
hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan sibpaimjarimabh.
Dengan demikian, kesalahan vonis, kesalahan dalanemwukan jarimah

akan menimbulkan dampak yang bufuk

° Imam Tagiyyudin Abu BakarKifayah al-Akhyar,Juz Il, Beirut : Darul lhya’ Al-
Arabiyah, tt, him. 178

19 Rahmat HakimHukum Pidana IslagBandung: CV. Pustaka Setia, 2000. him 26

1 Asas legalitas biasanya tercermin dalam ungkaphada latinNullum Deliktum Nulla
Poena Sin Prevea Lege Poen@iada delik tiada hukuman sebelum ada ketentudebib dahulu
) asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kshebindividu memberi batas yang tepat apa
yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ininchetigi penyalah gunaan kekuasaan dan
wewenagnn hakim, menjamin keamanan individu dengdarmasi yang boleh dianggap
melanggar hukum oleh hakim. Dalam hukum Islam Aegalitas bukan berdasarkan akal manusia
tetapi dari ketentuan Tuhan. Dalam hal ini Kitabcis&l-Qur'an. Lihat: Topo Santoso,
Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan SyaridandaWacana dan Agenddakarta:
Gema Insani, 2003. him 11

2 Ibid, him 27
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Mengenai pembagiahudud ini terjadi perbedaan kalangan ulama,
menurut Imam Syafi'i tindakan jarimah yang wajithukum had ada 7
(tujuh), yaitu: zina,gadzaf(menuduh zina)sirgah (pencurian),syirbul
khomer(minuman kerashirabah (perampokan)iddah (murtad), daral-
baghyu(makar/pemberontak). Sedangkan menurut Imam Hafafimah
yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tentang hutiadya ada lima,
yaitu: zina, sarigah (pencurian),syirbul khamr(minum khamr),gath’u
thariq (perampokan)gadzafimenuduh zina}?

b) Jarimah gisas diyat
Menurut bahasa gisas” adalah bentuknasdar sedangkan asalnya
adalah tlashasha’yang artinya memotong. Asal dari katgtashasha”
yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebalgaliasan atas
perbuatanyd? Qishas jugabermakna hukum balas (yang adil) atau
pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Si pawmbtharus

direnggut nyawa sebagaiman dia mencabut nyawa &Grba

13 Abdurrahman Al-JaziriKitab Al-Figh ‘ala Madzahib al-arba’ahBeirut-Libanon:
Darul Kutub Al-Alamiyah, tt, him.12

14 Atabik Ali, Op.cit,him. 322

!> pada zaman jahiliyyah sebelum Islam, orang-oraal eenderung membalas dendam
bahakan hal itu telah dilakukan beberapa abad weingh, kalau anggota keluarga atau suku
mereka dibunuh oleh anggota dari keluarga lain, anpkmbalasan dilakukan dengan cara
membunuh orang yang tidak berdosa dari keluargaunmys. Sehingga rantai reaksi yang telah
dimulai tidak akan berakhir selama beberapa tururgetelah Islam dating budaya tersebut
beruabah perintafjisasdalam Islam didasarkan pada prisip keadilan yangtl#an kesamaan
nilai hidup manusia. Kesamaan dalam pembalasatapiten dengan rasa keadilan yang ketat,
tetapi masih memberikan kesempatan yang jelaspggdamaian dan kemampuan. Saudara laki-
laki dapat memberikan keringanan berdasarkan peatigan yang wajar, permintaan dan ganti
rugi sebagai terima kasih (dari pihak terhukumhalti Abdurrahman i. DoiSyariah the Islamic
Law, Terj. Wadi Masturidan Basri Iba Asghari, “TindaldBha dalam Syariat Islam”, Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 1992, him. 24-25
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Qishasmerupakan hak umum dengan hak perorangan tet&pi ha
perorangan lebih dominan, hak Allah dalam hal w&lihat pada hal
mengganggu ketentraman umum, pembunuhan jika H#namembuat
tidak tentram dan setiap orang akan terancam jima®gdangkan hak
perorangan jika disamping jiwa si terbunuh telahayeng oleh kejahatan
ini, juga peristiwa itu membuat goncangan dalamkdilurganya sebab itu
untuk menghindarkan perusuhan atau balas dendamargal yang telah
digoncangkan itu disyariatkan hukuman yang setifipal
Hukumangishas dibagi dua macam, yaitu:

a. Qishasjiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana memijun
b. Qishaspelukaan yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota
badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota Badan.

Bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahliswgaing
terbunuh yaitu dengan membaydiyat (ganti rugi) yang wajar .
Pengertiardiyat itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang titdeklaku
atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh. Saggiiq dalantigh
al-Sunnahmengemukakan bahwdiyat adalah sejumlah harta yang di
bebankan kepada pelaku, karena terjadinya tinddé&ngi (pembunuhan

atau penganiayaan) dan diberikan kepada korbarahtawarisnya:®

him 62

'8 Said Aqgil Al-MunawarHukum Islam dan Pluralitas Sosidakarta: Paramadani, 2004.

" Marsum,0p.cit, him. 164
18 sayyid SabigFigh as-SunnatBayrit: Dar al-Kutub al-'llmiyah, 2000, him. 209
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Dari definisi diatas jelaslah bahwa hukumdiyat merupakan
uqubah maliyah(lhukuman yang bersifat harta) yang diserahkan dapa
korban apabila wali kelurganya memaafkan. Dasar ufmukuntuk
diwajibkan diyat an-Nisa’ ayat 92

QO =T Er+ €O W aMARE o %60
6 HhIDAR * RO o DCQERIRE o €=GD0O
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Artinya:"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh segrenukmin
(yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak senga@an barangsiapa
membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah)
memerdekakan seorang hamba sahaya yang berimaa reernbayar
diat yang diserahkan kepada keluarganya (si tedburtu), kecuali
jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekabh. jikgsiaerbunuh) dari
kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara @ dengan
kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diag géserahkan
kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakamba sahaya
yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnigka
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan betrwrut untuk
penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah All&faha
mengetahui lagi Maha Bijaksana’(QS. An-Nisa’:92)

Diyat ada dua macam :
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a. Diyat Mughallazhah yakni denda yang diwajibkan atas pembunuhan
sengaja jika ahli waris memaafkan dari pembalaiseen $erta denda atas
pembunuhan tidak sengaja (seperti seorang yangakendlempar anjing
tapi mengenai seseorang sehingga meninggal) data@tas pembunuhan
yang tidak ada unsur-unsur membunuh yang dilakukbolan haram,
ditempat haram serta pembunuhan atas diri seseg@amg masih ada
hubungan kekeluargaan (seorang ayah yang memburakmya), diyat
yang dibebankan berupa seratus ekor unta

b. Diyat Mukhaffafahyakni denda ringan berupa duabelas ribu dirham@
Kg Perak) Diyat Mukhoffafahini diwajibkan atas pembunuhan tersalah.

Seperti hanya jarimah hudud penerapan jarigiaas diyat harus
hati-hati, sifat jarimah ini juga ketat oleh kardhaapabila ada keraguan
atau ketidakyakinan hukumagishas harus dihindari sesuai dengan
kaidah:

& gy 3 A 5253
Artinya "Hindari hukuman had (hudud dan qishas) apabila ada
keraguan™®

Seperti yang telah dijelaskan, apabila dilihat dsegi telah
ditetapkanya hukuman bagi jarimah dikatakan sebhgdud had atau

hudud itu ditentukan baik had maupun gisas samadalah ditentukan

9 H.AJazuli, Kaidah-Kaidah Figih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Bai
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Prakiekarta : Kencana, 2006, him. 140
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jenis jarimah dan jenis hukumanya. Al-Mawardi meokas gisas/diyat

(jiwa dan anggota badan) kedalam kelompok héftud

c) Jarimah ta’zir
Jarimah ta’zir, yaitu Jarimah yang diancam dengan hukuman
ta’zir (pengajaran atada’dhib dalam artian sendiri)Jarimah ta’zir
semua macardarimah selainJarimah hudud dangisas-gisastermasuk
Jarimah ta’zir,jadi jumlah banyak jenisnya dan berbagi macam haum
dari yang ringan sampai yang berat. Syara’ tidakenwkan macam-
macam perbuatan yang ditentukan hukumaa'zir dan syara’ tidak

menentukan macam hukuman yang diancamhya.

3. Pengertian Jarimah Ta’zir

Katata'zir merupakan bentuk masdar dari kadadra” yang artunya
menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegalt@ pengajaran
terhadap tindakan pidana yang tiada ketentuannigendead, kifarat maupun
gishas®?

Ta’zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran ataunktitas
yang tidak diatur secara pasti didalaad. Hukuman ini berbeda-beda sesuai

dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satutaseqg ini sejalan

% Rahmat HakimHukum Pidana Islam (Figh JinayalBandung: Pustaka Setia, 2000,
him 27

*!bid, him 142

22 ptabik Ali, op. cit, him. 322
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dengan hukumarhad yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki
perilaku manusia, dan untuk mencegah orang laimr fidak melakukan
tindakan yang sanfa.

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. al-Fath :9

€
OXION GO OGO I €< =RA+ ROE=BOD>
»OO0B € €HORBN . cro,e> <00
*BOVOORND D @00 RO 0 €0
66 NP ARG Er + €I erve
Artinya : “Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dasuRNya,
dan hendaklah kamu teguhkan agamanya dan hendddaiu
mensucikan kepada Allah pagi dan petang”

Jarimah ta’zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimahrselai
diancam dengan hukumalmad, kifarat dan gishash semuanya termasuk
jarimah ta’zir.Jarimah ta’zirdibagi menjadi dua :

Pertama: Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan rodesih
Qur’an dan Hadits tetapi hukumannya diserahkanda&paanusia.

Kedua : Jarimah yang bentuk dan macamnya, begitu pula hukumannya
diserahkan kepada manus&yara’ hanya memberikan ketentuan-
ketentuan umumnya s&a.

Syara’tidak menetukan macam-macam hukuman untuk sgtiapah
ta’zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman @ang Beringan-

ringannya sampai seberat-beratrfygara’ hanya menetukan sebagjanmah

ta’zir yaitu perbuatan yang selama-lamanya akan dianggjaggaijarimah;

% Imam Al-Mawardi,Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takarkmis

(ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakar@ema Insani Press, 2000, him. 457

24 Marsum,op. cit.,him. 140
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seperti riba, menggelapkan titipan, suap-menyaup, memaki oraag d
sebagainya.

Sedangkan sebagigarimah ta’zir diserahkan kepada penguasa untuk
menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesngam kepentingan-
kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentardgamgan nash-nash
(ketentuansyara’) dan prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat
mengatur masyarakat dan memelihara kepentingamiepannya serta
dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

Perbedaan antajarimah ta’zir yang ditentukan olelyara’ dan yang
ditetapkan oleh oleh penguasa ialah kgamah ta’zir macam yang pertama
tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkinjaderperbuatan yang
tidak dilarang pada waktu apapun juga akan tgspnah ta’zir macam yang
kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarangakela kepentingan
masyarakat menghendaki demikian.

4. Macam-macam Jarimah Ta’'zir
Berikut ini penulis paparkan beberapa madammahTa’zir, yaitu:
1. Jarimah ta’ziryang berkaitan dengan pembunuhan
Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam ateng
hukuman mati dan apabilgishash diyatya dimaafkan, makalil amri
berhak berhak menjatuhk&aizir bila hal itu dipandang maslahat. Adanya
sanksi ta’zir kepada pembunuh sengaja yang dimaafka gishashdan

diyat adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahataren&

% Ahmad Hanafipp. cit, him. 9



33

pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangaainkan juga
melanggar hak masyarakat. Dengan demikiazir dapat dijatuhkan
terhadap pembunuh dimana sankgshash tidak dapat dilaksanakan

karena tidak memenuhi syafat.

. Jarimah ta’ziryang berkaitan dengan perlukaan

Imam malik berpendapat bahwa'zir dapat dikenakan pada
jarimah perlukaan yangjishasimya dapat dihapuskan atau dilaksanakan
karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabilsst@zir dapat pula
dikenakan pada pelaljarimah perlukaan selaimishashitu merupakan
sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang tamrkdengan hak
perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yarkgitan dengan
jama’ah dijatuhi sanksita’zir. Sudah tentu percobaan perlukaan
merupakarnarimah ta’zir yang diancam dengan saniekir.
. jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormdaian
kerusakan ahklak

Berkenaan denganarimah ini yang terpenting adalah zina,
menuduh zina dan menghina orang. Diantara kasusinpBan yang
diancam dengan dengan hukumeizir yaitu perzinahan yang tidak
memenuhi syarat untuk dijatuhi hukumiaad atau terdapagyubhat.Para

ulama’ berbeda pendapat tentang menuduh zina dergaatang,

% Ahmad Jazuliop. cit.,him. 177



34

homoseks dan lesbian. Menurut ulama hanafiyah sayek&’zir, sedang
ulama yang menggunakajiyas berpendapat bahwa sanksinya ad&iath
godzaftermasuk dalam hal ini percobaan menuduh Zina.
4. Jarimah ta’ziryang berkenaan dengan harta
Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman
had adalah pencurian dan perampokan. Oleh karenaemgypian dan
perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untiaudi hukuman
had maka termasukarimah ta’zir yang diancam dengan sankaizir.
Perbuatanma’shiat dalam kategori ini diantaranya percopet, percobaan
pencurianghasab penculikan dan perjudian.
5. Jarimah ta’ziryang berkenaan dengan kemaslahatan individu
Suap diharamkan didalam al-Quran dan al-Hadits.laAl

berfirman dalam Q.S. al-Maidah : 42

¢ O0>2>HC-EOL FEHEOEHY W &NHARD>OO0ORR
0.6 <+ @OHN
Artinya : “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengaitd
bohong dan banyak memakan harta haram (suap).
(Q.S. al-Maidah : 42)

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa yang dimaksud denga

“akkaluna lissuhti"adalah memakan hasil suap.

Nabi SAW bersabda :

27 1bid., him. 183



35

A lea ) Sy a1 JE e ) amy jee ol e ) o

(2512 3l ol 50) (55 pall 5 (LB alu s adle

Artinya : “Dari Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata bahwa Ragllah

SAW telah melaknat orang yang menyuap dan mensuaya

(H.R. Abu Dawud}
. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan
pemerintah

Para Ulama memberi contoh seorang hakim yang dholim
menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak tarbeksalah. Hakim
seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan aengdak hormat
bahkan diberi sanksia’zir. Begitu juga pegawai yang meninggalkan
pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan olebnmhyliga dapat
dikenai sanksia’zir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kepentingan
umum juga yang berkenaan langsung dengan masatatorek seperti
penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atanpeemainkan harga
bahan pokok karena hal itu bertentangan demusoasid al-syari‘alf?

Abdul Qodir Awdah membagarimah ta’zir menjadi tiga, yaitu :
. Jarimah hududdan gishash diyatyang mengandung unsayubhatatau
tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggdagai perbuatan
ma’shiat seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan dgdmadap

anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.

% Abu Dawud,Sunan Abu Dawydluz IIl, Beyrut : Maktabah Dakhlan, t.t, him. 301
29 Ahmad Jazulipp. cit.,hlm. 190
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b. Jarimah ta’zir yang jenisjarimah-nya ditentukan oleh nash, tetapi
sanksinya oleh syari’ah diserahkan kepada pengusezerti sumpah
palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipengmgkari janiji,
menghianati amanah, dan menghina agama.

c. Jarimah ta’zirdimana jenigarimah dan sanksinya secara penuh menjadi
wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslatnatn Dalam hal ini
unsur akhlak menjadi perimbangan yang paling utarkbsalnya
pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidupy letas, dan
pelanggaran terhadap pemerintah laififiya

5. Hukuman Jarimah Ta’zir

Dalam menetapkajarimah ta’zir, prinsip utama yang menjadi acuan
penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan onadjingetiap anggota
masyarakat dakemudharatar(bahaya). Di samping itu, penegakkarimah
ta’zir harus sesuai dengan prinsiar’i.

Hukuman-hukuman ta’zir banyak jumlahnya, yang danutlari
hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberitkim diberi
wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukumansetart, yaitu
hukuman yang sesuai dengan keadgammah serta diri pembuatnya.
Hukuman-hukumata’zir antara lain :

1. Hukuman mati

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam, hukunteimir adalah

memberikan pengajarafta’dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh

% Muhammad,Pengertian dan Unsur Jarimah Ta’'zizanikhan.multiply.com, diakses
tanggal 11 Pebruari 2009
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karena itu, dalam hukumata’zir tidak boleh ada pemotongan anggota
badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberamgpha’
memberikan pengecualian dari aturan umum terseaity kebolehan
dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menglaki demikian,
atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksanaakedangan jalan
membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnahidiviss yang
membahayakan. Namun menurut sebagian fugoha’ yamg dalam
jarimahta’zir tidak ada hukuman mati. Di luga’zir hukuman mati hanya
dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan tertentertsgma, gangguan
keamanan,riddah (murtad, keluar dari Islam), pemberontakan dan
pembunuhan sengaja.

2. Hukuman cambuk

Dikalangan fuqoha’ terjadi perbedaan tentang bdtsinggi
hukuman cambuk dalanta’zir. Menurut pendapat yang terkenal di
kalangan ulama’ Maliki, batas tertinggi diserahkkepada penguasa
karena hukumate’zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas
dasar berat ringannygarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad
berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambiaknda’zir adalah

39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 Kali.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga qgsatd

Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abualiadan

31 Ahmad Hanafipp. cit.,him. 310
32 gyaikh Wahbah ZuhailyFigh al-Islam wa Adillatuhuget.lV, jilid. VII, Beyrut :Dar
al-Fikr, t.t him. 595
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Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Alsuf.Y
Sedangkan pendapat yang ketiga, hukuman cambukiganteboleh lebih
dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, gban syarat lain bahwa

jarimah ta’zir yang dilakukan hampir sejenis dengaimah hudud*?

Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diamya sama
dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i. pendapat kmtemengatakan
bahwa hukum cambuk yang diancam atas sesuatu penjaamah tidak
boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadaimah lain yang
sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukum@mnimah lain yang tidak
sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa rarktedzir tidak

boleh melebihi 10 kalfi*

Pada dasarnya hukuman cambattalah hukuman yang pokok
dalam Islam. Dimana untukarimah hudud sudah tentu jumlahnya,
misalnya 100 untuk perbuatan zina dan 80 umjo#zaf, sedang untuk
jarimahta’zir tidak tentu jumlahnya. Adapun hukuman cambuk dad&m
Qur’an seperti dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa’ &/t
ON 0K HMAREO0L RILRTHLO W S

x40 o RNONEE QAL BOYHR W@ e
gl7] AN SHEYe Ar=> ¢S + 63

Lo NORE OO FAL D¢
$I.& B3-0>0XARON
g ZEAVN|SPLRICYESE I NN |08

A6 OO COeL 26 O REHOOOD W@ s 40

% 1bid, him, 596
34 1bid, him, 598
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SHYO o HN oW <6020 AOCHO
g + 63 XN, ARNO s AIOM
4S8 Q=>oa 008 B EAO A wa -0
= 2A0-> Do DA A> > é
(7 NOVES OM=2>LARB> X' Lla o0

P ANY oo BAOM @a I

PORee B OINDLDE=RNOTKR o 5 @0
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O RO ORKORNIAR O &TONHIN
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Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanitleh
Karena Allah Telah melebihkan sebahagian merekki-(&ki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereké&i{laki) Telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab iakavivanita
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi meémaea diri ketika
suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah menagtiimereka).
wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maksehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur naerekan
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimuakav
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusalmiyan
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besd.s an-Nisa : 34)

3. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam.
Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukufartama,hukuman
kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman dalah satu hari,
sedangkan batas tertinggi, ulama’ berbeda pendafzaha’ Syafi'iyyah
menetapkan batas tertingginya satu tahun, karenarekme
mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimahSementara
ulama’-ulama’ lain menyerahkan semuanya kepadayasesagberdasarkan
maslahat.

Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakétivé

hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahumelainkan
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berlangsung terus sampai terhukum mati atau taddrabaik pribadinya.
Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahag yerbahaya atau
orang yang berulang ulang melakukan jarimah-jarigreaty berbahayz.
4. Hukuman Pengasingan (at-Taghrib wal Ib’ad)
Mengenai masa pengasingan dalam jarimah ta’zir ménu
madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih datusghun, menurut
Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tatebvab hukuman

disini adalah hukumata’zir. Dalam al-Qur’an Allah berfirman :

&V IO FT Do e @08 B AXI ARG OO
g\gt)inya : "atau dibuang dari negeri (tempat kediamann§@)S al-Maidah :
5. Hukuman Salib
Hukuman salib sudah dibicarakan dalanarimah gangguan

keamanar(hirobah) dan untuk jarimah ini hukuman tersebut merupakan
hukumanhad Akan tetapi untuk jarimah ta’zir hukuman salilolatk
dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman matglainkan si
terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang erakminum, tidak
dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalan menjalankhalat cukup
dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fajdidak lebih dari
tiga hari.

6. Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tahbih) danriggtan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta&mgah syarat

akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kagsgjnya dengan

% Ahmad Hanafipp. cit.,him. 314
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ancaman jilid, dipenjarakan atau dihukum dengaruman yang lain jika
pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam Syarsknt dengan
jalan memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukugmimawa hasil.
Hukuman ini dicantumkan dalam al-Quran sebagaimdmgkuman
terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berlmwestyuz
. Hukuman Pengucilan (Al Hajru)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hakuaizir
yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Radkll pernah
melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang Vidak ikut serta
dalam perang Tabuk, yaitu Ka’'ab bin Malik, Mirorbim Rubai’ah dan
Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama limalyfu hari tanpa
diajak bicara.

. Hukuman Denda (Al-Gharamah)

Hukuman denda ditetapkan juga oleh Syari’at Islagbagai
hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yaagihmtergantung
dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua haga buah
tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengabuatannya
tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhamlapg yang
menyembunyikan barang hiladDengan demikian sanksi denda sejalan

dengan semangat al-Qur’an, Allah SWT berfirman

% |bid., him. 316
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KOO OHRO L Ea BOEDM @ I @NX J2AE 0@
FCHOIZMWFT Ba I QOB EHONK T
¢ 0>0%de = ALSTHEAD W@
Artinya : "Dan dalam gishaash itu ada (jaminan keggsungan) hidup
bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kaneutakwa”
(Q.S al-Bagarah : 179)
Sebenarnya hukuman ta’zir bertujuan memberi pelajdan mendidik
serta mencegah orang lainagar tidak melakukan ptbuserupa, hal ini

dikemukakan oleh Abd ar-Rahman al-Jaziri :
O la yae ad Jady Gall ) ) aSall o) 5 Loy caalilll g8 5 il
YJUALAYJQA;YLUMM@“\QAJSQ’M\& é"&d)ﬂ\
K u‘}&awadﬂ\&\ﬁ\‘)a\ﬁuaa‘)ﬂm (,St;l\gc Q&_BJGS

hy

Artinya : “ Adapun ta’zir adalah pengajaran atau pendidikan dsearkan

ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan gédragamkan

supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut makapsetang yang

melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak dikemad,

kifarat dan gishash. Bagi hakim diberi kebebasangd® hukum

ta'’zir berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapatencegah

kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dip&iau
dipenjarakan dan diberi penghinaan ringaf’”

Hukuman-hukumanta’zir ditinjau dari segi tempat dilakukannya

hukuman, yaitu :

a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badaertsdmukuman mati,
dera, penjara dan sebagainya.

b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseordngan badannya,

seperti ancaman, peringatan dan tegoran.

37 Abdorrohman Al-Jaziripp. cit, him. 397
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c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap hegteorang, seperti
diyat, denda dan perampasan hatta.

Penerapan asas legalitas bagi jarimah ta’zir berbledgan penerapan
jarimah hududdan gisas.jarimah hududdan gisas diyatseperti kita ketahui
bersifat ketat artinya setiap jarimah hanya ditsrikanksi yang sesuai dengan
ketentuan syara’ sebalikny@rimah ta’zir bersifat longgar.oleh karena itu
tidak ada ketentuan bagi tiap-tiggimah secara sendiri, disamping itu, untuk
beberapajarimah yang mempunyai kesamaan jarimah lain tidak dijariu
aturan asas legalitas yang khusus. Cukup apaghifemah tersebut
mempunyai kesamaan sifat yang telah ditentukanraegaum. Oleh karena
itu kemungkinan bisa saja bebergpamah yang berbeda akan mendapat
hukuman yang sama. Itulah yang dimaksud dengamaarita’zir yang
bersifat elastig?

Perbedaan yang menonjol antamah hudud, gishashdanjarimah

ta’zir adalah sebagai berikut:

a. Dalamjarimah hududtidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun
oleh ulul amri. Sedangkgarimah ta’zir kemungkinan pemaafan itu ada,
baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri, billatodebih mashlahat

b. Dalamjarimah ta’zir hakim dapat memilih hukum yang lebih tepat bagi si

pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dampat kejahatan.

% Ahmad HanafiOp.Cit him. 262
%9 Rahmat HakimQp.cit.him 33
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Sedangkan dalagarimah hududyang diperhatikan oleh hakim hanyalah

kejahatan materidf

B. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di
Indonesia

Korupsi berasal dari kata LatifCorruptio” atau"Corruptus' yang

kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perdi@isruption"*? dan

dalam bahasa Beland¥orruptie"*®

, selanjutnya dalam bahasa Indonesia
dengan sebutan korupsi yang herarti penyelewentgan penggelapan uang
Negara untuk kepentingan pribadi atau orangain.

Istilah korupsi pertama kali hadir alam khazanahkiuto Indonesia
dalam peraturan penguasa perang Nomor Prt/Pergl8E8 tentang
peraturan pemberantasan korupsi. Kemudian, dimasukjuga dalam
Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang pengusuianuntutan dan
pemeriksaan tindak pidana korupsi. Undang-undaingeimudian dicabut dan

digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 197%iatg pemberantsan

tindak pidana korupsi, yang kemudian sejak 16 Agud099 digantikan oleh

“°Ibid, him.36

“L K. Prent CMKamusLatin Indonesia Semarang, : Yayasan Kanisius, 1999, him. 200

“2 John M.Echol dan Hasan Shadiiamus Inggris Indonesialakarta : Gramedia, 1997,
him.149. Lihat juga Pierre Lambrousséamus Umum Indonesia Perancigkarta : Gramedia,
1985, him.428

43 A.I.N.Kramer, ST KamusBahasaBelanda Den Hag : Uitgever Smaats Chappy N.V,
1996, him.63

* W.J.S.Poerwadarmint&amus Umum Bahasa Indonesidakarta : Balai Pustaka,
1995, him.524
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Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudiarbatiudengan
Undang-undang Nomor 20 tahun 2081.

Lahirnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dimaksudintuk
menggantikan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 ddsrapkan mampu
memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutoizmyarakat dalam
upaya mencegah dan memberantas secara lebih efeltip bentuk tindak
pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Beddéamun tindak
pidana korupsi tak kunjung mereda bahkan semakimajaiela dengan
dukungan kemajuan tekhnologi sehingga modus operpadyimpangan
keuangan negara juga semakain bervariatif, sehibiggkang-undang Nomor
31 tahun 1999 dirasa tidak memadai lagi yang keamudiiberlakukan
Undang-undang Nomor 20 tahun 2061.

Pengertian tentang korupsi dengan definisi secamapkehensif dapat
dilihat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 199%hkéa peraturan
tersebut juga digunakan sebagai rujukan bagi Undadgng Nomor 20
tahun 2001 yang dibuat sesudahnya guna menyempurrakdang-undang
Nomor 31 tahun 1999 dengan masih mengusung tujaanniaksud yang
sama. Perubahan tersebut lebih mengarah kepada-umssur korupsi dan
klasifikasi pemberian sanksi, baik denda (palingjlseRp. 50.000.000,- dan
paling banyak Rp.1.000.000.000,) maupun pidanaapanjpaling sedikit 1
tahun dan paling lama seumur hidup), sesuai demp@anggaran yang

dilakukan. Adapun pasal-pasal yang diubah yaitialPasPasal 6, Pasal 7,

> Darwin PrinstPemberantasan Tindak Pidana Korugdandung: Citra Aditya Bakti,
2002, him.7
“®Ibid, him.46
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Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pas&et@ntuan tersebut adalah

sebagai berikut :

1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atamgolain atau
korporasi, yang dapat merugikan keuangan Neganma eackonomian
Negara (Pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999)

2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau otamgatau korporasi
menyelahgunakan kewenangan, kesempatan atau yaragada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugigaangan Negara
atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-undangrr&ihtahun 1999)

3) Memberikan hadiah atau janji kepada Pegawai Netgmrgan mengingat
kekuasaan atau kewenangan yang melakat pada jabatano
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau jeamgdap melekat pada
jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undargagrmabmor 31 tahun
1999)

4) Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat omgldkukan tindak
pidana korupsi (Pasal 15 Undang-undang nomor 3intaB99%’

Mengacu kepada definisi dari masing-masing pasakamdapat
diuraikan unsur-unsur dari Tindak Pidana Korupaitw

a) Setiap orang (sebagai subjek) termasuk pegawairinegeng yang
menerima gaji atau upah dari keuangan negara aeraltf orang yang
menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yaegemma bantuan dari

keuangan negara atau daerah, orang yang menerjmataga upah dari

4" Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun91@®itang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasanmgandung: Penerbit Citra Umbara, 2003, him.47



b)

d)

a7

korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasillari negara atau
masyarakat. Selain pengertian sebagaimana tershbatas termasuk
setiap orang adalah orang perorangan atau ternkaspdérasi.

Adanya unsur melawan hukusesuai dengan ketentuan-ketentuan baik
secara formal maupun material, meskipun perbuataehut tidak diatur
dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undasgdain dari itu
juga termasuk tindakan-tindakan yang melawan prosddn ketentuan
dalam sebuah instansi, perusahaan yang telah pktetaoleh yang
berkompeten dalam organisasi tersebut.

Adanya perbuatan yaitu sebagaimana yang diatumdpéessal 15 Undang-
undang No. 31 tahun 1999, yaitu berupa upaya paesglbpembantuan,
atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak rn@idkorupsi. Jadi
walaupun belum terbukti telah melakukan suatu #adapidana korupsi,
namun jika dapat dibuktikan telah ada upaya pewrobmaka juga telah
memenuhi unsur dari melakukan perbuatan.

Memperkaya diri, atau orang lain atau suatu kogpadalah memberikan
manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baikiga pribadi, atau
orang lain atau suatu korporasi. Bentuk manfaag ydiperoleh karena
meperkaya diri adalah, terutama berupa uang atatulebentuk harta
lainnya seperti surat-surat berharga atau bentokikeasset berharga
lainnya, termasuk di dalamnya memberikan keuntunkgpada suatu
korporasi yang diperoleh dengan cara melawan hul@aam hal yang

berkaitan dengan korporasi, juga termasuk memparkdii dari
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pengurus-pengurus atau orang-orang yang memilikuhgan kerja atau
hubungan-hubungan lainnya.

e) Perbuatan tersebut berpotensi merugikan keuanggar&lehal ini sesuai
dengan peletakan kata ‘dapat’ sebelum kata-kataugiean keuangan
negara’ atau ‘perekonomian negara’, menunjukkarwhatindak pidana
korupsi merupakan merupakan delik formil, yaitu ra@atindak pidana
korupsi adalah cukup dengan adanya unsur-unsuuaimm yang telah
dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dari Selpgbuatan, dalam

hal ini adalah kerugian negéfa.

“8 Leden MarpaungTindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan
Jakarta: Djambatan, 2001, him.71



49



